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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

Penyelenggara pemerintahan mempunyai peran penting dalam tatanan (konstelasi) 

ketatanegaraan. Hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara 

Indonesia dan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam implementasinya, penyelenggaraan Negara tidak boleh 

menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan, namun demikian dalam 

perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap 

perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan 

masyarakat. 

 

Stigma yang menganggap penyelenggara pemerintahan belum melaksanakan 

fungsi pelayanan publik berkembang sejalan dengan permasalahan sosial berupa  

mewabahnya praktek-praktek korupsi sebagai dampak adanya pemusatan 

kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada jabatan tertentu. Di samping itu 

masyarakat sendiri tidak sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan sehingga eksistensi kontrol sosial tidak berfungsi secara efektif 

terhadap penyelenggara negara, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara, sehingga rentan sekali untuk menimbulkan penyimpangan dan 

korupsi. 
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Upaya pemerintah dalam memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan 

memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan 

dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, 

kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi 

aparatur penegak hukum dalam penanggulangannya. Kesamaan visi, misi dan 

persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang 

menghendaki terwujudnya penyelengara negara yang mampu menjalankan tugas 

dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi. 

 

Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil, tidak 

ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa 

asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak 

berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (fairness), 

asas beracara benar (prosedural due process), asas menerapkan hukum secara 

benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan 

kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan 

kekerasan dalam proses peradilan.
1
 

Beberapa modus operandi korupsi yaitu sebagai berikut:  

1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai 

dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan 

negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang 

lain. 

2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan 

ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum 

                                                 
1
 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 

2001.  

   hlm. 22. 
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yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang 

bersangkutan. 

3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai 

adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum 

pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam 

pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai 

dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek 

pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran 

fiktif. 

5) Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain 

ditandai dengan adanya para pelakunya yang malakukan pungutan liar di 

luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap 

seseorang/koorporasi apabila ada kepentingan atau berurusan dengan 

instansi pemerintah. 

6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman 

atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat 

pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.
 2

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa tindak pidana suap atau 

penyuapan merupakan salah satu modus tindak pidana korupsi yang dapat 

dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam 

pemerintahan. Menurut Victor M. Situmorang tindak pidana penyuapan adalah 

kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam pekerjaannya dan 

kejahatan mana termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam 

KUHP sebagai berikut:
3
 

 

Pasal 209 Ayat (1) KUHP: 

 

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

ke 1   Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang  

pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya;  

                                                 
2
 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur 

Tindak  

  Pidana Korupsi. Fakutals Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.  
3
 Victor M. Situmorang, Tindak Pidana oleh Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,      

   hlm.38. 
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ke 2  Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat oleh sebab 

atau  

karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.  

 

Pasal 210 KUHP: 

  

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

ke 1  Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang  

hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan hakim itu 

tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 

ke 2   Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang 

yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi 

penasihat untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan 

maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan 

diberikan tentang perkara yang diserahkan kepada pengadilan 

untuk diadili. 

(2) Bila pemberian atau janji itu dilakukan dengan maksud agar dalam 

perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

 

Pengaturan pidana mengenai penerima suap dalam Pasal 419 KUHP sebagai 

berikut: 

 Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:  

ke 1   yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau  

janji itu diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajibannya; 

        ke 2  yang menerima hadiah, padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan 

kepadanya karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

 

Salah satu perkara tindak pidana penyuapan di wilayah hukum Kabupaten 

Lampung Barat adalah penyuapan dalam penerimaan anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan bagian 

perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat (Ayat 1) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan 
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui 

sekretaris daerah. 

 

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan 

Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP mempunyai 

fungsi:  

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan 

ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat; 

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; 

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat di daerah; 

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;  

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi 

dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan  

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 

 

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, 

namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang 
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lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, 

dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya 

tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.  

 

Setiap pelaku tindak pidana korupsi dengan modus menyalahgunakan jabatan 

diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah). 

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan hukum. 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan 

pidana yang berlaku di Indonesia.
4
  

Dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-05/LIWA/1211, Jaksa Penuntut 

Umum dari Kejaksaan Negeri Liwa mendakwa Drs. Farid Wijaya Bin Bahiki 

selaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini menjabat sebagai Sebagai Kepala 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja telah meminta uang kepada Saksi Puji 

Widodo sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Riza Bangsawan, Rizani 

dan Damrin sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terdakwa didakwa 

melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang menjatuhkan 

pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 

Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan 

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.     

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian 

dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Analisis Penegakan Hukum 

Pidana terhadap tindak pidana penyuapan pada Penerimaan Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Lampung Barat” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Permasalahan  

 

                                                 
4
 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.44 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyuapan 

pada penerimaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat? 

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap 

tindak pidana penyuapan pada penerimaan anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja di Pemerintahan Daerah? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian 

penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyuapan pada penerimaan 

anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyuapan pada 

penerimaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Pemerintahan Daerah. Ruang 

lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Liwa dan penelitian 

dilaksanakan pada Tahun 2014.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian 

  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

penyuapan pada penerimaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung 

Barat 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana penyuapan pada penerimaan anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja di Pemerintahan Daerah 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk menambah 

kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan penegakan hukum 

pidana. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi 

tindak pidana penyuapan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi para pejabat 

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya 

dalam penelitian ilmu hukum
5
.  Kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

                                                 
5
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.11 
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a. Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum pidana adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin 

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan 

globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum 

selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil 

yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai 

suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam 

kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum 

pidana sebagai sistem peradilan pidana
6
  

 

Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap kebijakan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang 

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil 

Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan 

dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif 

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian 

sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas 

menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang 

                                                 
6
 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan          

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,1994,    

hlm.76. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, 

aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan 

daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif. 

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana 

pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang 

telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui Penerapan Pidana yang 

telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan 

yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana 

pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan 

Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan 

nilai-nilai keadilan suatu daya guna.
 7

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang 

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.  

 

 

b.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 8 

(1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

                                                 
7
 Ibid. hlm. 25-26 

8
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. 

Jakarta. 1986. hlm.8-11 
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konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.  

(2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

(3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

(4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, 

maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

(5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
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nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.  

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.9
  Berdasarkan definisi tersebut, maka 

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Penegakan hukum pidana  adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian 

hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, 

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-

nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang 

meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian 

tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana 

sebagai suatu sistem peradilan pidana
10

  

b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
11

  

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

                                                 
9
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63 

10
 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
11

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,    

Jakarta. 1993. hlm. 46. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
12

 

d. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah setiap orang yang 

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  

e. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah 

bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat (Ayat 1) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala 

satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala 

daerah melalui sekretaris daerah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman 

terhadap isinya. Adapun ssecara terperinci sistematika penulisan proposal ini 

adalah sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

                                                 
12

 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  
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Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar 

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai bahan 

pustaka terdiri dari pengertian penegakan hukum pidana, pertanggung 

jawaban pidana, tindak pidana penyuapan dan satuan polisi pamong praja.  

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana penyuapan pada penerimaan anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja Lampung Barat dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

penyuapan pada penerimaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

Lampung Barat. 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.  


